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Kerja sama Faskes

Wewenang BPJS Kesehatan membuat 

atau menghentikan kontrak kerja dengan 

fasilitas kesehatan;

Undang-undang no 24 tahun 2011

Pasal 67

Kerja sama  Fasilitas Kesehatan dengan 

BPJS Kesehatan dilakukan dengan 

Perjanjian tertulis

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Hak dan 

Kewajiban dalam Perjanjian Kerja sama 

diatur oleh BPJS Kesehatan

Permenkes No 71 tahun 2013

Regulasi

Mengatur persyaratan kerja sama FKTP 

dengan BPJS Kesehatan

Permenkes No 7 Tahun 2021

Mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan 

dalam program Jaminan Kesehatan

Permenkes No 3 Tahun 2023

Pasal 4

Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan 

BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau 

pemilik Fasilitas Kesehatan, atau pejabat yang 

berwenang mewakili, dengan BPJS Kesehatan

Permenkes No 99 tahun 2015
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TINDAK LANJUT
• Tindaklanjut Instruksi 

Presiden No 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(Peningkatan kualitas, monev 

faskes)

• Salah satu fokus badan yaitu 

peningkatan kualitas oleh 

internal dan ekosistem JKN.

• Tindak lanjut rekomendasi 

Auditor, sebagai Upaya 

pencegahan kecurangan di 

Program JKN

Memastikan Transformasi Mutu 

Layanan Mudah Cepat dan 

Setara,

- Penguatan Implementasi 

kebijakan Mutu

- Penguatan Digitalisasi

- Penguatan Monitoring dan 

Evaluasi Mutu

KERAHASIAAN DAN 
KEAMANAN DATA

TRANSFORMASI 
MUTU LAYANAN

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PKS FKTP 2024

• Tindak lanjut Undang-

undang No. 27 tahun 2022 

Pelindungan Data Pribadi

• Tindak lanjut Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 

2019 Tentang 

Penyelenggara Sistem 

Elektronik.

• Tindak lanjut isu keamanan 

ciber di Faskes



Isu Keamanan Ciber di Faskes
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1. Penggunaan CONS-ID di luar Bridging

2. Publikasi/Pengungkapan CONS ID

3. Konsumsi Data Tidak Wajar & Potensi 

Kebocoran Data

4. Potret Keamanan Informasi FASKES 

dengan Risiko Tinggi

5. Kesalahan Konfigurasi Keamanan SIM 

Faskes

6. Peretasan & Penjualan Data SIM Faskes



URGENSI KONTRAK ELEKTRONIK
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Jumlah Faskes 
Kerja Sama > 
26.000 Faskes

Proses pembuatan 
PKS membutuhkan 
waktu 

Dinamisnya 
kebijakan yang 
berdampak pada 
perubahan template 
PKS

Rata-rata waktu 
habis masa 
berlaku PKS pada 
akhir tahun 

SIMPLIFIKASI PROSES KERJA SAMA FASKES

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 
5 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kerja Sama Faskes Dalam 
Program JKN.

T R A N S F O R M A S I  K E R J A  S A M A  F A S K E S
M E L A L U I  K O N T R A K  E L E K T R O N I K

Mendukung 
transformasi digital



BENTUK PKS ELEKTRONIK

• Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak 
yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

• Pada kontrak elektronik, kedua belah pihak, 
baik pihak BPJS Kesehatan maupun Faskes 
(FKTP/ FKRTL) membubuhkan tandatangan dan 
meterai elektronik.

• Digitalisasi Kontrak adalah template perjanjian 

para pihak yang dibuat secara digitalisasi dan 

tidak sepenuhnya menggunakan sistem 

elektronik.

• Pada digitalisasi kontrak, pihak BPJS Kesehatan 

membubuhkan tandatangan digital dan meterai 

elektronik, sementara Faskes menggunakan 

tandatangan basah dan meterai tempel.

KONTRAK DIGITAL
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KONTRAK ELEKTRONIK

KONTRAK DIGITAL

KONTRAK ELEKTRONIK1

2
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ISI PKS



Lampiran PKS

Lampiran Lampiran PKS 2023 Lampiran PKS 2024

1 Ruang Lingkup Ruang Lingkup

2 Biaya, Tata Cara Penagihan dan Tata Cara 

Pembayaran Pelayanan

Biaya, Tata Cara Penagihan dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan

3 Laporan Pelayanan RJTP (Non Jarkomdat) Laporan Pelayanan RJTP (Non Jarkomdat)

4 Laporan Pelayanan RITP (Non Jarkomdat) Laporan Pelayanan RITP (Non Jarkomdat)

5 Pernyataan Persetujuan Jejaring Untuk

Menundukkan diri pada PKS

Pernyataan Persetujuan Jejaring Untuk Menundukkan diri pada PKS

6 Surat Pernyataan Pelayanan di FKTP Surat Pernyataan Pelayanan di FKTP

7 Jadwal Operasional FKTP Jadwal Operasional FKTP

8 Pakta Integritas User Login Aplikasi Pelayanan

Primer

Pakta Integritas User Login Aplikasi Pelayanan Primer

9 Komitmen Terhadap Integrasi Sistem Komitmen Terhadap Integrasi Sistem

10 - Ketentuan Perlindungan Data Pribadi

11 - Pakta Integritas Penggunaan Cons-id Bridging BPJS Kesehatan

12 - Panduan Pelayanan Prima

10
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PERUBAHAN PASAL 1 PKS 2024

Menambah definisi data pribadi

Redefinisi Kesan Pesan Setelah Layanan (KESSAN)

Menambah definisi Prolanis

Menambah definisi Prosesor Data Pribadi

Menambah definisi Subjek Data Pribadi

Menambah definisi Supervisi, Buktikan, dan Lihat Langsung (Sibling)

Menambah definisi Tim Anti Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim AK JKN) 

Redefinisi Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional 

Menambah definisi Verifikasi

Menambah definisi Verifikasi Paska Klaim

Menambah definisi Verifikator
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Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



PKS 2023 PKS 2024

(1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berupa pelayanan

kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik

meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

(2) Uraian Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan

Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Perjanjian ini.

(1) Ruang lingkup perjanjian ini yaitu pemberian Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan

yang bersifat non spesialistik meliputi pelayanan rawat jalan dan

rawat inap.

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan prinsip kemudahan, kecepatan dan

kesetaraan layanan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan,

yang diberikan oleh seluruh SDM Klinis yang dimiliki oleh PIHAK

KEDUA.

(3) Uraian Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi

Peserta tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
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RUANG LINGKUP

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
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Lampiran I Perjanjian

I. RUANG LINGKUP
A. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

1. Jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

2. Cakupan pelayanan medis rawat jalan tingkat pertama

3. Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta
pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di
PIHAK KEDUA sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas
pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku

4. Kesehatan gigi non spesialistik

5. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis

6. Skrining Kesehatan

7. terapi Krio untuk kanker leher Rahim

8. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid
Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan
kewenangannya

9. Pelayanan protesa gigi
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Lampiran I Perjanjian

I. RUANG LINGKUP
B. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

1. Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

2. Cakupan pelayanan medis rawat inap tingkat pertama

3. Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik 
operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta 
pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di 
PIHAK KEDUA sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas 
pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku

II. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

2. Pengelolaan Penyakit Kronis

3. Promprev melalui Pelayanan Skrining Kesehatan

4. Pelayanan Program Rujuk Balik

5. Pelayanan Telekonsultasi

6. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi Klinik dengan fasilitas rawat inap



PKS 2023 PKS 2024

- a. Melakukan monitoring pelayanan di PIHAK KEDUA melalui kegiatan Sibling .

b. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal

terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian

yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi FKTP wilayah

dalam rangka upaya pembinaan;
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HAK PIHAK KESATU

PKS 2023 PKS 2024

- a. Melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk menggunakan sistem antrean online

pendaftaran pelayanan kesehatan yang yang terhubung dengan Mobile JKN;

b. Menyampaikan pemberitahuan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN.

c. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



PKS 2023 PKS 2024

- Memberikan tanggapan dan klarifikasi secara tertulis atas teguran dari PIHAK KESATU 

terkait pelanggaran
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HAK PIHAK KEDUA

PKS 2023 PKS 2024

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai

dengan Panduan Praktik Klinis (PPK),

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)

dan ketentuan peraturan perundang-

udangan;

a. Memberikan pelayanan prima kepada Peserta JKN sesuai dengan standar

profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang

berlaku, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan

pelayanan yang diberikan, tidak meminta biaya tambahan kepada peserta, dan

memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara Peserta JKN

dengan pasien umum/lainnya;

b. Menerima pendaftaran pelayanan Peserta yang menunjukkan Nomor Induk

Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) atau Nomor Kepesertaan BPJS

Kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I pada Perjanjian ini dan tanpa

meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada Peserta. Dalam hal

PIHAK KEDUA membutuhkan salinan dokumen identitas Peserta atau dokumen

lain maka disiapkan oleh PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
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PKS 2023 PKS 2024

a. Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis;

b. Menyediakan fungsi pelayanan informasi dan

unit penanganan pengaduan di PIHAK

KEDUA;

c. Memanfaatkan Sistem Antrean pendaftaran

pelayanan kesehatan secara online yang

terkoneksi Mobile JKN dari PIHAK KESATU;

d. Menyampaikan mekanisme Walk Through

Audit/KESSAN kepada Peserta JKN.

a. Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis termasuk tidak

membebankan Peserta untuk mencari/mendapatkan obat, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai secara mandiri;

b. Menyediakan dan menetapkan petugas yang memiliki fungsi pelayanan

informasi dan unit penanganan pengaduan Peserta;

c. Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan yang

terhubung dengan Mobile JKN dari PIHAK KESATU, serta melakukan edukasi

kepada Peserta JKN untuk memanfaatkan pendaftaran antrean secara online

antara lain melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau sistem pendaftaran antrean

online yang dimiliki PIHAK KEDUA;

d. Menyampaikan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN yang telah

mendapatkan pelayanan kesehatan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
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PKS 2023 PKS 2024

-

-

-

e. Memasang Janji Layanan JKN berupa poster, spanduk, banner atau media lain

pada lokasi yang mudah dilihat dan diakses Peserta;

f. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Peserta, PIHAK

KESATU, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KESATU.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PKS 2023 PKS 2024

-

PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara mutlak jika terjadi kesalahan dalam

klaim yang diajukan oleh Jejaring Faskes.

PASAL 5 JEJARING FASKES

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



(1) PIHAK KEDUA mengajukan berkas tagihan Klaim Non Kapitasi dan pengajuan penggantian biaya 

kegiatan kelompok prolanis secara periodik lengkap, valid, akurat dan benar.

(2) Dalam rangka pembayaran klaim non kapitasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atas biaya

pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menjamin dan

menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran seluruh dokumen klaim non kapitasi.

(3) PIHAK KESATU dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul atas ketidaksesuaian dan 

ketidakbenaran dokumen klaim non kapitasi yang telah dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada 

PIHAK KEDUA.

(4) Biaya, tata cara penagihan dan pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam

pelaksanaan Perjanjian diuraikan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.

(5) Dalam hal ditemukan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter PIHAK KEDUA yang tidak sesuai ketentuan 

perundang-undangan, maka PIHAK KESATU tidak dapat membayarkan biaya pelayanan kesehatan 

dimaksud.

(6) Dalam hal dokter umum dan dokter gigi yang melakukan praktek di PIHAK KEDUA sudah memiliki

SIP Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, maka tidak dihitung dalam norma kapitasi.

Pasal Tanggungjawab Mutlak, Biaya, Tata Cara Penagihan Dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Lampiran II Perjanjian

I. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Ketersediaan dokter atau 
rasio dokter terhadap 

jumlah peserta 

Ketersediaan 
dokter gigi 

Besaran Tarif 

Tersedia dokter dengan 
rasio 1:≤5000 

Tersedia dokter gigi Rp12.000,00 (dua 
belas ribu rupiah) 

Tersedia dokter dengan 
rasio 1:≤5000 

Tidak tersedia 
dokter gigi 

Rp10.000,00 (sepuluh 
ribu rupiah) 

Tersedia dokter dengan 
rasio 1:>5000 

Tersedia dokter gigi Rp11.000,00 (sebelas 
ribu rupiah) 

Tersedia dokter dengan 
rasio 1:>5000 

Tidak tersedia 
dokter gigi 

Rp9.000,00 (sembilan 
ribu rupiah) 

 

Tarif Kapitasi 

Kelompok Usia (Tahun) Koefisien 

Laki-Laki Perempuan 

0 – 5 1,16 1,12 

6 – 20 0,78 0,83 

21 – 60 0,84 1,18 

60 + 1,46 1,57 

 

Koefisien yang mewakili risiko yang timbul 
karena jenis kelamin dan usia 

Tabel 1

Penilaian PKBK

Rating Deskripsi 

a b c d e f=bxd

4 ≥ 150 ‰ 1,6

3 > 145 - < 150 ‰ 1,2

2 > 140 - 145 ‰ 0,8

1 ≤ 140 ‰ 0,4

4 ≤ 2% 2

3 > 2 - 2,5 % 1,5

2 > 2,5 - 3% 1

1 > 3 % 0,5

4 ≥ 5% 0,4

3 < 5 - 4% 0,3

2 < 4 - 3% 0,2

1 < 3 % 0,1

Nilai Capaian
No

Indikator Kinerja Bobot Target
Kriteria Penilaian 

1 Angka Kontak 40% ≥ 150 ‰

2 Rasio Rujukan Non 

Spesialistik 

50% ≤2%

3 Rasio Peserta 

Prolanis Terkendali

10% ≥5 %

Tabel 2

Penyesuaian Pembayaran Kapitasi 

Berdasarkan Nilai Capaian PKBK



Lampiran II Perjanjian



Lampiran II Perjanjian



Pembiayaan Kegiatan Kelompok 
Prolanis

No Pelayanan Biaya (Rp) Ketentuan 

1 Edukasi 
Kesehatan 
Prolanis 

1. Paling banyak Rp890.000,00 
(delapan ratus sembilan puluh ribu 
rupiah) per kegiatan per klub untuk 
pertemuan tatap muka secara 
langsung (offline). 
Dengan rincian: 
a. Honor narasumber: 

Rp.500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) per kegiatan 

b. Unit Cost konsumsi peserta 
Prolanis maksimal 
Rp13.000,00 (tiga belas ribu 
rupiah) per peserta per 
kegiatan 

2. Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) per kegiatan per klub untuk 
pertemuan secara daring (online). 

(1) Dilaksanakan paling 
banyak 1 (satu) kali per 
Klub per bulan oleh 
FKTP kepada Peserta 
Prolanis. 

(2) Jumlah minimal Peserta 
Prolanis  yang mengikuti 
edukasi kesehatan 
sebanyak 15 (lima belas) 
peserta dan maksimal 
sebanyak 30 (tiga puluh) 
peserta.  

(3) Biaya pertemuan secara 
daring (online) sebesar 
Rp500.000 (lima ratus 
ribu rupiah) merupakan 
honor narasumber.  

(4) Biaya dikenakan pajak 
penghasilan sesuai 
ketentuan perpajakan 
yang berlaku. 

2 Aktivitas 
Fisik 
Prolanis 

(1) Paling banyak Rp590.000,00 (lima 
ratus sembilan puluh ribu rupiah) 
per kegiatan per klub untuk 
pertemuan tatap muka secara 
langsung (offline). 
Dengan rincian: 

(1) Honor instruktur: Rp200.000,00 
(dua ratus ribu rupiah) per 
kegiatan 

(2) Unit Cost konsumsi peserta 
Prolanis maksimal Rp13.000,00 
(tiga belas ribu rupiah) per peserta 
per kegiatan 

(2) Rp.200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) per kegiatan per klub untuk 
pertemuan secara daring (online).  

(1) Diberikan paling banyak 
1 (satu) kali per Klub per 
minggu oleh FKTP 
kepada Peserta 
Prolanis. 

(2) Jumlah minimal Peserta 
Prolanis yang mengikuti 
aktifitas fisik sebanyak 
15 (lima belas) peserta 
dan maksimal sebanyak 
30 (tiga puluh) peserta.  

(3) Biaya pertemuan secara 
daring (online) sebesar 
Rp200.000 (dua ratus 
ribu rupiah) merupakan 
honor nara sumber.  

(4) Biaya dikenakan pajak 
penghasilan sesuai 
ketentuan perpajakan 
yang berlaku. 

 

Lampiran II Perjanjian



Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ** 

bagi Klinik dengan fasilitas rawat inap

 

No. Keterangan 
Tarif 

250.000 300.000 

1 Dokter Umum (*) 
 

 

  a) ≥ 4 
 

√ 

  b) < 4 √  

2 Perawat √ √ 

3 Apoteker √ √ 

4 Bidan √ √ 

❖ Dokter Umum adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN-KIS di Klinik Pratama tersebut sesuai dengan tempat praktik

dalam SIP dokter yang masih berlaku.

❖ Apabila terdapat salah satu komponen tidak terpenuhi maka berlaku tarif di

bawahnya yaitu minimal 250.000.

Lampiran II Perjanjian



(1) PIHAK KESATU melakukan Verifikasi Paska Klaim secara berkala setiap bulan terhadap klaim non kapitasi 1 (satu) bulan 

pembebanan sebelumnya, dengan cara melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian berkas klaim.

(2) PIHAK KESATU menyampaikan hasil verifikasi paska klaim dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA. Terhadap klaim yang tidak 

sesuai ketentuan dan dinyatakan terjadi kekurangan pembayaran oleh PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU wajib 

membayarkan kekurangan, sebaliknya terhadap kelebihan pembayaran, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pengembalian 

sesuai ketentuan.

(3) PIHAK KESATU melaksanakan Audit Administrasi Klaim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun hanya dalam hal terdapat 

kondisi terindikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang diperoleh dari hasil verifikasi paska klaim; utilization review; whistle 

blowing system; laporan hasil audit oleh auditor internal atau auditor eksternal; dan atau adanya permintaan penyelidikan khusus 

terhadap kasus atau data tertentu pada periode waktu tertentu dari auditor internal, auditor eksternal, dan/atau pihak lain yang 

berwenang.

(4) PIHAK KESATU menyampaikan hasil audit administrasi klaim kepada PIHAK KEDUA 

(5) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan atas hasil audit administrasi klaim namun tidak terdapat indikasi kecurangan, maka 

selanjutnya dilakukan eskalasi penyelesaian ke Tim Kendali Mutu Kendali Biaya dan/atau Dewan Pertimbangan Klinis dan/atau 

Kementerian Kesehatan.

(6) Dalam hal dari Hasil Verifikasi Paska Klaim dan/atau Audit Administrasi Klaim ditemukan indikasi kecurangan, maka dilakukan 

proses penelusuran lebih lanjut oleh Tim AK JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal Verifikasi Paska Klaim dan Audit Adminstrasi Klaim

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



(1) Dalam hal PIHAK KEDUA diketahui melakukan tindakan yang terindikasi kecurangan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim

Audit Internal maupun Eksternal atau laporan rekomendasi hasil investigasi Tim AK JKN dan/atau Tim PK JKN sehingga dapat

merugikan PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulihkan kerugian termasuk dan 

tidak terbatas pada pengembalian seluruh biaya kerugian yang terjadi dan PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian ini secara
sepihak.

(2) Tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pemulihan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:

a. Apabila pemulihan kerugian dilakukan selama masa Perjanjian, maka dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran
kapitasi dan/atau non kapitasi pada bulan berikutnya;

b. Apabila pemulihan kerugian dilakukan setelah perjanjian berakhir, maka dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening
PIHAK KESATU. 

(4)  Jangka waktu pemulihan kerugian dilakukan:

a.    Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara pemulihan kerugian;

b. Dalam hal PIHAK KEDUA menyatakan tidak mampu memulihkan kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka pemulihan kerugian dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan 
persetujuan PIHAK KESATU dengan disertai bukti dan alasan ketidakmampuan dari PIHAK KEDUA.

c.    Dapat diterimanya bukti dan alasan ketidakmampuan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi keputusan dari PIHAK KESATU.

(5)  Pemulihan kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas PIHAK yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal Kecurangan dan Pemulihan Kerugian

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



(1) Dalam hal PIHAK KEDUA ditemukan dan/atau terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. tidak melayani Peserta sesuai dengan isi perjanjian ini;

b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan;

c. Menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai  dengan 

haknya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I pada Perjanjian ini;

d. tidak melaksanakan kewajiban serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian ini namun tidak terbatas dalam pasal 4  
ayat (4).

e. terindikasi menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan moral hazard atau fraud sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka PIHAK KESATU berhak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(2)  Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu pengenaan untuk teguran 
tertulis berikutnya paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya.

(3)  Ketentuan waktu pengenaan untuk teguran tertulis paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) dikecualikan terhadap temuan atas indikasi tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan 
terhadap tindakan kecurangan tersebut dapat langsung dikenakan teguran tertulis.

(4)  Surat peringatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan   
ayat (3) ditembuskan kepada Dinas Kesehatan dan Asosiasi FKTP setempat.

Pasal Sanksi

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)



(1) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan: 

a. PIHAK KEDUA telah menerima surat peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan paling sedikit terdapat satu surat peringatan tertulis yang disebabkan

tindakan terindikasi kecurangan; atau

b. PIHAK KEDUA diketahui melakukan tindakan yang terindikasi kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b.

maka kerja sama dengan PARA PIHAK dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sejak pengakhiran Perjanjian.

Pasal Pengakhiran Perjanjian

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Menambah Klausul:



Pasal Keamanan Data (1)

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

1) Dalam hal telah dapat melaksanakan integrasi sistem sehingga terdapat pertukaran data maka PARA PIHAK sepakat untuk

menjaga keamanan data.

2) Keamanan data adalah data dan informasi pribadi peserta JKN yang menjadi pasien di FKTP dan data Sumber Daya

Manusia pada PIHAK KEDUA yang memberikan layanan kepada peserta JKN.

3) PIHAK KESATU memberikan izin penggunaan consID, userKey dan secretKey dalam bentuk file terenkripsi kepada PIHAK

KEDUA melalui media surat elektronik (email);

4) PIHAK KEDUA memastikan penggunaan consID, userKey dan secretKey sesuai dengan kebutuhan integrasi sistem yang

tercantum pada Pakta Integritas pengunan consID yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural;

5) Dalam hal pengembangan sistem informasi milik PIHAK KEDUA yang diintegrasikan dengan sistem milik PIHAK KESATU,

maka PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan pihak lain;

6) Dalam hal terjadi perubahan atau pemutusan kerja sama pengembangan sistem informasi dengan pihak ketiga, maka PIHAK

KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU secara tertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum terjadi perubahan

atau pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan izin penggunaan consID, userKey dan secretKey baru;

7) PIHAK KEDUA bertanggungjawab memastikan keamanan dan kerahasiaan consID, userKey dan secretKey selama masa

kontrak maupun setelah kontrak berakhir termasuk dalam hal PIHAK KEDUA memerlukan bantuan pihak lain dalam

pengembangan SIM-Faskes yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi milik PIHAK KESATU;



Keamanan Data (2)

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

8) Apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan/peminjaman/pemberian/pemberitahuan consID, userKey dan secretKey

oleh PIHAK KEDUA kepada selain pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan SIM Faskes , maka :

a. PIHAK KESATU berhak menonaktifkan dan mengganti consID, userKey dan secretKey yang digunakan oleh PIHAK

KEDUA secara tertulis.

b. PIHAK KESATU melakukan evaluasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana komitmen terhadap keamanan data terkait

dengan integrasi sistem dan PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan keamanan dan kerahasiaan consID, userKey

dan secretKey yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

c. Dalam hal terjadi pelanggaran maksimal 3 kali oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat menghentikan

integrasi sistem dengan PIHAK KEDUA

9)   PIHAK KESATU memberikan akun sistem informasi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk file terenkripsi melalui media

surat elektronik (email).

10) Memastikan setiap user PIHAK KEDUA tidak meminjamkan, memberikan dan memberitahukan akun sistem informasi

milik PIHAK KESATU kepada siapapun;

11) Apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan/peminjaman/pemberian/pemberitahuan akun sistem informasi milik PIHAK

KESATU oleh PIHAK KEDUA kepada orang lain, maka :

a. PIHAK KESATU berhak menonaktifkan akun user yang digunakan oleh PIHAK KEDUA secara tertulis.

b. PIHAK KESATU melakukan evaluasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana komitmen terhadap keamanan data terkait

dengan integrasi sistem dan PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan keamanan dan kerahasiaan akun sistem

informasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

c. Dalam hal terjadi pelanggaran maksimal 3 (tiga) kali oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat menolak

pengajuan user PIHAK KEDUA.

12) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menyebabkan kerugian financial/berdampak negatif pada

reputasi PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak untuk melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang

untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



• Nomor rekening harus sesuai ketentuan yang berlaku:
✓  FKTP TNI POLRI mekanisme PNBP Permenkeu 194 Th 2018
✓ PKM Non BLUD ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai Perpres 32 Th 2014 dan Permenkes 46 th 2021.
✓  PKM BLUD sesuai Ketentuan BLUD
✓  Klinik Swasta, TPMD, TPMDG sepenuhnya dilakukan atas ketentuan pada Klinik Pratama/Dokter/Dokter Gigi Praktik.

• Disampaikan ke BPJS Kesehatan secara tertulis
• Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening disampaikan secara tertulis, dilakukan Addendum PKS, dan diupdate pada 

aplikasi HFIS, baru dilakukan pembayaran.
• FKTP menyampaikan rekening cadangan (Bank yang berbeda dengan rekening induk), apabila terjadi kendala pada rekening 

Induk

NOMOR REKENING

Diunggah pada aplikasi HFIS berupa softcopy dokumen asli dalam bentuk file dengan format .pdf (bukan fotokopi/foto)

DOKUMEN PERSYARATAN MUTLAK 

• Pemilik/Pimpinan/Penanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam dokumen resmi
• Khusus Puskesmas BLUD, Kantor Cabang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

Kota/Kabupaten untuk menentukan pejabat yang berwenang dalam menandatangani PKS.

PENANDATANGAN PKS

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN 

• Elektronik kontrak dan Digital Kontrak : PKS Puskesmas BLUD, Puskesmas Non BLUD, Klinik Pratama, TPMD. TPMDG, 
RS D Pratama

• Manual : PKS Klinik TNI POLRI dengan Kepwil, PKS Apotek, PKS Ruang Farmasi, PKS Laboratorium. 

BENTUK PKS



Jenis FKTP

SUDAH ADA 
SERTIFIKAT 

AKREDITASI / 
INM

PROSES AKREDITASI / 
PENJADWALAN 

AKREDITASI

BELUM 
AKREDITASI

DPP 16

DRG 3 1

KLINIK PRATAMA 35 52 38

KLINIK TNI 3 2 2

KLINIK POLRI 3

PUSKESMAS 22 21 58

PROGRESS AKREDITASI FKTP

Proses 

Pengajuan 
Implementasi 

DPP 0 1

DRG 0 0

Klinik Pratama 5 23

Klinik TNI 0 0

Klinik Polri 0 1

Puskesmas 18 27

Pakta Integritas Icare

Jenis FKTP

PROGRESS I-CARE FKTP
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01

02
03

04

PENDAHULUAN

ISI PERJANJIAN 
KERJA SAMA

PERUBAHAN

HARAPAN



HARAPAN

• FKTP dan BPJS Kesehatan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap isi 

PKS

• Kepatuhan Faskes terhadap Perjanjian 

Kerja sama lebih meningkat

• FKTP dan BPJS Kesehatan dapat 

bersinergi dalam memberikan 

pelayanan kepada Peserta JKN



FKTP klik tombol 
“rekredensialing” di HFIS 
masing-masing 

TEKNIS PENGISIAN HFIS – KONTRAK DIGITAL



FKTP klik tombol “draft 
PKS” di paling kanan kolom 
tahun 2023



FKTP pilih “kontrak digital” 
pada metode PKS

FKTP centang “saya setuju” 
dan klik simpan



Lakukan pengisian data-data 
PIHAK 2



Klik “Kirim Catatan PKS ke BPJS Kesehatan”



Isi catatan lalu klik “Kirim”



klik “Download PKS”

Proses upload PKS dilakukan setelah draf PKS 
sudah di tandatangi oleh pihak BPJS Kesehatan 





Contoh PKS Digital yang sudah diupload ke 
dalam aplikasi HFIS

Hal-hal yg perlu diperhatikan:

1. Pastikan dokumen yg didownload dan 
diupload adalah PKS yang di dalamnya 
ada materai digital dan tandatangan 
elektronik dari pihak BPJS Kesehatan

2. Pastikan seluruh kolom yang perlu 
ditandatangani sudah di tandatangan 
dan di stempel oleh FKTP

3. Pastikan seluruh jejaring sudah 
menandatangani lampiran PKS

4. Berkas hardcopy yang sudah 
ditandatangan lengkap di atas materai 
dikirimkan ke kantor BPJS Kesehatan 
sebanyak 1 rangkap paling lambat 27 
Desember 2023
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